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ABSTRAK 

        Uang merupakan alat tukar yang sah berlaku pada sebuah negara sebagai alat 

transaksi. Akan tetapi dilapangan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat 

terhadap uang berbeda-beda. Ada yang sangat rapi dan ada yang malah merusak 

uang tersebut. Seperti halnya perusakan uang dikarenakan digunting, atau dilipat 

pada kasus pembuatan kerajinan bucket uang, mahar uang dan money cake. 

Padahal perlulah diketahui bahwasanya terdapat Undang-Undang khusus yang 

mengatur perihal uang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana regulasi 

pengaturan uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, 

Bagaimana faktor perusakan uang asli di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian 

ini. Pertama, mengetahui regulasi pengaturan uang menurut Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011. Kedua, mengetahui bagaimana faktor perusakan uang asli.  

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

mengkaji hukum tertulis dengan berabagai aspek seperti teori, sejarah, 

perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan 

umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu 

perundangan. Adapun metode dalam mengumpulkan data menggunakan   

wawancara dan studi pustaka.  

       Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa regulasi pengaturan uang 

di Indonesia menunjukkan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

aturan yang menstimulus lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat tiga aspek utama berkenaan 

dengan uang. Pertama, Makna uang. Kedua, Regulasi Uang. Ketiga, Proteksi 

Uang. Terdapat sebuah ranah abu-abu terhadap batasan dan indikator uang 

dikatakan rusak dan berubah bentuk. Jika didalam pasal 35 UU nomor 7 Tahun 

2011 diakatakan bahwasanya yang termasuk merusak uang adalah memotong, 

menghancurkan, dan merubah uang, lalu bagaimana dengan uang yang kusut, 

tercoret, dan ada bekas lipatannya apakah termasuk dalam kategori merusak uang 

menurut UU nomor 7 Tahun 2011. Dan ini belum dijelaskan secara rinci didalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sosialisasi yang kurang massif dan 

berkelanjutan dari pihak bank BI menjadi salah satu faktor masih adanya tindakan 

perusakan uang di lapangan. Kurangnya sosialisasi berkenaan dengan ini 

membuat masyarakat secara umum dan secara khusus pengusaha kerajinan dari 

uang tidak tahu bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur perihal 

penggunaan uang.  

Kata Kunci: Mata Uang, Rusak, Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011,  

 

  

 

 

 



 
 

v 
 

ABSTRACT 
 

 

Money is a legal medium of exchange valid in a country as a means of 

transaction.  However, in the field the attitude shown by the community towards 

money is different.  Some are very neat and some are even destroying the money.  

In fact, it is necessary to know that there is a special law that regulates money 

matters in Indonesia, namely Law Number 7 of 2011. Therefore, it seems 

necessary to do research regarding this issue with the formulation of the problem.  

First, how is the regulation of rupiah currency according to Law Number 7 of 

2011. Second, how is the factor of destroying original money in Indonesia.  The 

purpose of this research.  First, knowing the regulation of money regulation 

according to Law Number 7 of 2011. Second, knowing how the factors of 

destroying real money are.  The research used a qualitative approach with 

interview data search methods and literature study. 

         Analysis of the regulation of money regulation in Indonesia shows that the 

1945 Constitution is the regulation that stimulated the birth of Law Number 7 of 

2011. In Law Number 7 of 2011 there are three main aspects related to money.  

First, the meaning of money.  Second, Money Regulation.  Third, Money 

Protection. 

       There is a gray area to the boundaries and the money indicator is said to be 

broken and deformed.  If in Article 35 of Law number 7 of 2011 it is stated that 

what includes destroying money is cutting, destroying, and changing money, then 

what about money that is wrinkled, crossed out, and has creases, is it included in 

the category of destroying money according to Law number 7 of 2011.  And this 

has not been explained in detail in Law Number 7 of 2011. The lack of massive 

and sustainable socialization from the BI bank is one of the factors that are still 

taking place in the field of money destruction.  The lack of socialization regarding 

this has made the public in general and in particular the entrepreneurs of 

handicrafts from money not aware that there is a law that regulates the use of 

money. 
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